BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22 /PUU-XVII/2019 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

20 MEI 2019

. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, pukul 13.10 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya
disebut UU Kekuasaan Kehakiman) serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019. Dalam
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 22 /PUU-XVII/2019, perwakilan DPR
RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR RIL.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU Kekuasaan Kehakiman serta UU Jabatan
Notaris dalam perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Guntoro
(selanjutnya disebut Pemohon).

. PASAL / AYAT UU KEKUASAAN KEHAKIMAN SERTA UU JABATAN NOTARIS YANG

DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 24 UU
Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a dan
Pasal 79 UU Jabatan Notaris. Bahwa pasal-pasal a quo UU Kekuasaan Kehakiman
dan UU Jabatan Notaris selengkapnya berketentuan sebagai berikut:
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Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan
dalam undang-undang.”

Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris
“ Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim
dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan
Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris
“Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap
menerima permintaan persetujuan”.

Pasal 75 huruf a UU Jabatan Notaris

“Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf
a, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan
tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris”.

Pasal 79 UU Jabatan Notaris

“Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan
dengan tembusan kepada MPW, MPD yang bersangkutan serta Organisasi Notaris”.

. BATU U]JI

Bahwa Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4),
Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris dianggap Pemohon
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1)
UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 66 ayat
(1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris dalam
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 24 UU Kekuasaan
Kehakiman dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap
Praperadilan (Perma 4/2016) bertentangan dengan UUD 1945 karena
membatasi peninjauan kembali terhadap praperadilan. Hal ini menurut
Pemohon membatasi hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan.
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Terkait dengan dalil Pemohon tersebut dalam sidang Pemeriksaan
Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019, Panel
Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan
jelas dalam permohonannya mengenai alasan Pemohon yang
menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian
tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga
telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan
lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum
acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah. Namun, dalam
Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 April
2019, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas
mengenai alasan pertentangan antara Undang-Undang a quo dengan UUD
1945 tersebut. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak
memahami bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji
Konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukan
peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang terhadap UUD
1945. Perma 4/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon
bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Selain itu, norma pasal yang menjadi objek permohonan Pemohon
tidak memiliki koherensi antara alasan permohonan dengan rumusan
norma yang diajukan pengujian. Pemohon mempersoalkan larangan
pengajuan peninjauan 38 kembali terhadap putusan praperadilan
padahal norma Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur
mengenai pembatasan peninjauan kembali terhadap putusan
praperadilan sehingga dengan demikian secara logika tidak berkaitan
dengan alasan permohonan Pemohon.

Selain itu, dalil Pemohon yang mempersoalkan UU Kekuasaan
Kehakiman karena tidak mengatur jenis putusan praperadilan yang
Keliru mengabulkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan,
atau Kkeliru mengabulkan permohonan pembatalan penangkapan,
penahanan, penetapan tersangka suatu jenis tindak pidana delik murni
sebagai perbuatan tercela yang patut diminta pertanggungjawaban
secara hukum sesuai jenis dan tingkat penyimpangannya adalah dalil
yang tidak dapat dipahami dalam penalaran yang wajar. Terlebih lagi
permohonan ini tidak jelas apakah merupakan permohonan pengujian
formil terhadap pembentukan undang-undang ataukah pengujian
materiil terhadap Kkeseluruhan isi undang-undang a quo. Selain itu
Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan
permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
oleh Mahkamah (petitum), sehingga menurut Mahkamah maksud dan
tujuan Pemohon dalam pengujian UU Kekuasaan Kehakiman termasuk
Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman menjadi tidak jelas serta tidak
terdapat kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Apalagi
Pemohon dalam petitumnya mensyaratkan konstitusionalitas Pasal 24
UU Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 3 ayat (1) Perma. Dengan
demikian permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 24
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UU Kekuasaan Kehakiman dan keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman
adalah kabur (obscuur).

Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan Pasal 66 ayat (1) UU
Jabatan Notaris berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris karena adanya
ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN
terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang
berada dalam penyimpanan Notaris. Hal ini menurut Pemohon
mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik
terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan
penyidikan terhadap seorang notaris.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak
memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara
utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU a quo termasuk
kewenangan dari MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk
mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap
notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan
Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan
jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun
kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan,
“Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis
kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.” Dalil
Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris
bersifat redundant, karena secara substansi dianggap Pemohon sama
dengan Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66
ayat (4) UU Jabatan Notaris a quo justru merupakan penegasan bahwa
MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum
atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses
peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris.
Terlebih lagi ketentuan pasal a quo dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan
tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen
negara yang bersifat rahasia.

Selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai
Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada
pokoknya, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat
(1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 [sic!]. Menurut
Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah
menyulitkan aparatur penegakan hukum untuk memeriksa notaris.
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Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan
Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan
yang salah yaitu Putusan 49/PUU-X/2013 [sic!], padahal putusan
Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan
Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 49/PUU- 40 X/2012 bertanggal 28 Mei 2013. Menurut
Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan Notaris
sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66
yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya
hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon
dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris
secara Kkeseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya
peran MKN dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam
mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya
merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan
sumpah/janji jabatan [vide Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris].

Terhadap permohonan Pemohon yang menginginkan agar Pasal 66
ayat (4) UU Jabatan Notaris dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,
sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, justru menurut
Mahkamah Pasal 66 ayat (4) sangat diperlukan dalam menciptakan
kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN
memberikan persetujuan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim
dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun memeriksa
berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud
Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66
ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut
hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma
Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris karena tidak memuat
frasa “dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat
Keputusan, baik Notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik”
(Petitum angka (4) Permohonan Pemohon) dan tidak memuat frasa
“dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan” [Petitum angka (5)
Permohonan Pemohon]. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan
adanya alasan sama sekali khusus mengenai permohonan tersebut yang
berkaitan dengan petitum a quo. Dalam hal ini, Pemohon tidak
menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar mengapa
Pemohon beranggapan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris
bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak
dapat 41 menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan
(posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah
(petitum).

Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa
Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa
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norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris bertentangan
dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan
pengujian norma a quo adalah kabur (obscuur).

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan
yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU
Jabatan Notaris serta Kkeseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam
menerangkan alasan pengujian norma dan Undang-Undang a quo adalah
kabur (obscuur). Sedangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan
inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris
adalah tidak beralasan menurut hukum.

. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076) serta berkenaan dengan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentag Jabatan Notaris (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5491) tidak dapat diterima.

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara.
Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019 yang
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menolak
Permohonan para Pemohon untuk selebihnya terhadap pengujian Pasal 24 UU
Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan
Pasal 79 UU Jabatan Notaris mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo
tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan

hukum mengikat.
I
i

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2019

e

-
\
\
\




